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BAB 1
PEMBERDAYAAN PASCA KONFLIK

1. 1. Sejarah Konflik Aceh Dengan Pemerintah Indonesia

Konflik antara Aceh dan Pemerintah Indonesia telah terjadi dua
kali dalam sejarah integrasi Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), vaitu konflik Gerakan Darul Islam
(DI/TTI) pada tahun 1953-1962 dan konflik Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) pada tahun 1976-2005. Kedua-dua konflik tersebut
dinamakan konflik pemberontakan oleh para nasionalis Indonesia.

Padahal jika dilihat dari tujuannya dapat dikatakan bahwa yang
pertama adalah konflik otonomi, sementara yang kedua adalah
konflik kemerdekaan. Namun demikian, kedua-dua konflik tersebut
dapat diakhiri dengan cara negosiasi yang menghasilkan satu
kesepakatan damai. Akan tetapi proses negosiasi perdamaian
keduanya memiliki perbedaan kualitas hubungan antara Aceh dan
Pemerintahan Indonesia.

Konflik DI/TII menampakkan hubungan asimetris dalam
mencapai kepada kesepakatan damai. Pemerintah Indonesia (melalus
kekuatan militernya) lebih mendominasi konflik dan proses negosiasi.
Oleh karrena itu, solusi penyelesaiannya dipaksakan secara sepihak
kepada pihak yang dipandang lemah, yaitu DUTII dan tanpa
melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, baik dari internal sendiri
maupun luar negera.

Berbeda dengan konflik GAM, kesepakatan damai yang

diperoleh adalah melalui perundingan yang simetris hubungannya,



dan dimediasi oleh pihak ketiga, bahkan dari pihak luar negeri atau
mternasional. Oleh sebab itu, implementasi kesepakatan damai di
masa transisi masih melibatkan pihak ketiga luar negeri, yaitu dari
Uni Eropa yang bergabung dalam satu wadah, yang dikenal dengan
iceh Monitoring Mission (AMM).

L.1.1. Konflik Otonomi (Keistimewaan)
Tepatnya pada Tanggal 21 September 1953, Daud Beureueh
melakukan pemberontakan terhadap RI yang “Pancasilais”, bahkan
Beliau bersama Kartosoewiryo ingin mendirikan Negara Islam
ndonesia (NII), dan Aceh adalah satu bagian dari NIL Oleh
Zemikian, konflik pemberontakan ini dikenal masyhur lagi sebagai
serakan Darul Islam (DI) dan Tentera Islam Indonesia (TID)
Svamsuddin, 1990; El Ibrahimy, 2001). Konflik ini dapat dikatakan
=bzcar konflik ideologi; Islam versus Sekuler.
“.enapa i tenjadi? Mungkin kata kuncinya, “frustasi”. Gurr

Szlam bukunya “w/inv men rebel”, yaitu satunya alasan berlaku
pemberontakan adalah karena frustasi. Untuk itu, munculnya DI/TII
di Aceh sebahagian sebabnya dapat dijelaskan dari aspek kekecewaan

atau frustasi dan sebagian lainnya adalah dukungan dari luar Aceh.

2. Kecewa terhadap janji dan sirnanya harapan istimewa
Aceh sudah pernah menjadi satu provinsi yang otonom pada
tahun 1949 ketika Belanda melakukan agresi ke-2 terhadap Indonesia
dalam keadaan kritis pada tahun 1948. Namun setelah Indonesia
memperoleh  pengakuan kedaulatannya dari Belanda dalam

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1950.
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Otonomi Aceh dicabut oleh Pemerintah Pusat juga pada tahun
1950 melalui satu undang-undang mengenai pembahagian NKRI
kepada 10 wilayah provinsi, yaitu; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan,
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Dalam hal ini Aceh
dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera, dan pada tanggal 23 Januari
1951 Perdana Menteri Muhammad Natsir secara resmi membubarkan
Provinsi Aceh (Djumala, 2013).

Kenyataan ini memberi dampak negatif yang besar terhadap
berbagai aspek kehidupan rakyat Aceh, utamanya mengenail
implementasi syari’at Islam’. Padahal Soekarno telah berjanji kepada
Daud Beureueh pada tahun 1948, Aceh dapat menerapkan norma dan
nilai-nilai Agana Islam dalam segala aspek kehidupan (El Ibrahimy,
2001). Artinya Islam dapat menjadi ideologi pemerintahan bagi orang
Aceh walaupun berada di dalam NKRI. Hal ini merupakan identitas
Aceh vang pernah membawanya dikenal sebagai Serambi Mekkah
pada era Pemerintah monarkhi.

Untuk itu, setiap perjuangan melawan penjajah pun selalunya

diidentikkan sebagai perang suci, melawan kafir musuh Islam.

1Keistimewaan Aceh mengenai implimentasi Syariat Islam telah pernah
dijanjikan oleh Soekarno semasa Indonesia mendapat agresi Belanda yang
kedua pada tahun 1948. Soekarno memohon kepada Daud Bereueh dengan
mencucurkan air mata untuk mengambil bahagian melawan Belanda, dan
disetujui oleh Daud Bereueh dengan syarat Aceh diberikan hak otonomi untuk
menjalankan syariat Islam. Dalam hal ini disepakati oleh Soekarno (Jelas lagi
dapat dilihat dialog Daud Bereueh dan Soekarno, El [brahimy, 2001: 77-78).
Namun Soekarno dalam pidatonya di Amutai Kalimantan Selantan tanggal 27
Januari 1953 menegaskan, “bahwa Indonesia tidak mungkin menggunakan
Islam sebagai dasar negara” (Djumala, 2013: 26).
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Serperang melawannya adalah jihad di Jalan Allah, dan mati di
dalamnya adalah syahid yang memperoleh imbalan syurga dan
bidadari pada Hari Akhirat nantinya. Disamping itu, pencabutan
Jtonomi Aceh juga telah berdampak kepada beberapa kebijakan®
“emerintah Pusat Indonesia terhadap Aceh, yang dapat mengesankan
7axyat Aceh merasa sangat kecewa (Nurhasim, dkk, 2003;
Kawilarang, 2008).

Rakyat Aceh merasa diabaikan dan diperlakukan seperti “anak
i oleh Pemerintah Pusat Indonesia. Sebutan Aceh “Daerah Modal”
“22s sesual dengan realitas tindakannya terhadap Aceh (EI Ibrahimy,
-1 Akibatnya akumulasi kekecewaan tersebut diwujudkan
T=alwn satu pemberontakan, yang dilakukan melalui satu gerakan
Periawanan rakyat yang dikenal dengan DI/TIL

Serlandaskan uraian ini, Djumala (2013) menjelaskan bahwa
<S&s= Uza sebab yang menimbulkan pemberontakan Daud
SSETeen. yatu (1) Konsep kenegaraan (dasar dan bentuk negara,

~Fancasiia dan Negara Kesatuan™) sebagai embrio konflik; (2) Politik

sentralisasi (pembubaran negara federal, Republik Indonesia Serikat
*IS) dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

“ARI) pada tahun 1950 yang membawa kepada pembubaran

“rovinst Aceh; dan (3) Tidak terakomodasi norma dan nilaj [slam

dalam pemerintahan di Aceh.

“Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang menambah kecewa rakyat
ceh adalah; Larangan Pemerintah Pusat kepada Aceh untuk melakukan
ngan barter antara Aceh dan Malaysia pada awal tahun 1952;
nalisasi militer; dan pengurangan fasilitas pendidikan agama (Jelas lagi,
lihat Syamsyuddin, 1990: 83-123).




b. Dukungan luar Aceh
DI/TII  adalah bukan organisasi pemberontakan yang
diprakarsai oleh Daud Bereueh. Ia telah duluan lahir di Jawa Barat
pada tahun 1949, diprakarsai oleh Kartosoewirjo. Oleh itu, DI/TII
dapat dikatakan sebagai Dukungan luar bagi pergerakan Daud
Bereueh. Beliau telah menjadikan Gerakan DI/TII sebagai
wadah/mesin perlawanannya terhadap Pemerintah RI, sebelum
membentuk organisasi sendiri di Aceh. Dalam hal ini dapat dipahami
bahwa DI/TII juga merupakan faktor pemicu percepatan wujud
gerakan pemberontakan Daud Beureuh. Karena semasa itu persiapan
pergerakan belum baik dan solid. Sebagaimana dijelaskan oleh El
Ibrahimy (2001) bahwa semasa itu pergerakannya belum matang
secara materil, terutama sekali pada peralatan senjata. Kecuali
semangat rakyat Aceh yang sedang memuncak membara untuk
merealisasikan pemberon-takannya. Diibaratkan seperti buah di
pokok yang sudah matang “jika tidak dipetik akan jatuh sendiri” satu
persatu.
Kenyataan ini diperkuat lagi dengan diproklamirkan Republik
Islam Aceh (RIA) oleh Daud Beureueh pada tanggal 15 Agustus
1961. Di mana struktur kelembagaannya terpisah daripada
pergerakan-pergerakan lainnya di Indonesia, termasuk gerakan Darul
Islam di Jawa barat. Yang mana waktu itu sedang mendapat tekanan

berat dari militer Indonesia.



Dan banyak gerakan revolus; lainnya seperti Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)’ dan Republik Persatuan
‘ndonesia (RPI)' menyerah kepada Soekarno. Oleh itu, Daud
Scureueh berinisiatif mendirikan Aceh terpisah dari daerah Indonesia
=7nva untuk memcapai cita-citanya “Menegakkan Syari’at Islam di
“ceh (Pane, 2001, Jihad, 2003).

Keberadaan DI/TII dan RIA telah melibatkan Hasan Ditiro di
“zlamnya. la yang sedang berada di luar negara, New York
“ixuatkuasakan sebagai Duta Besar pada Pertubuhan Bangsa-Bangsa

=2 Daud Beureueh. Oleh karena itu, ia mengkompanyekan Negara
“m  Indonesia (NII) di negara-negara Eropa dan melawan
semenntah Indonesia adalah fasis-kamunis yang telah membawa
“2onesia kepada kehancuran. Dj samping itu ia juga meminta kepada
“erZana Menteri Indonesia Alj Sastroamidjodjo untuk menghentikan
~*2520 vang dilakukan di Jawa Barat. Jawa Tengah, Kalimantan,

MEFwES Selatan dan Aceh (Jihad. 2003).

“Organisasi ini lahir pada tanggal 15 Pebruari 1958 ketika masa

~= £=njatan senjata DI/TII sedang berlangsung akibat Ikrar Lam Teh melalui

“ardi. Namun keberadaan PRRI dimanfatkan oleh Tgk. Daud Beureueh

==t=x mengefektifkan lagi pemberontakannya, bahkan DI/TII  Aceh

memustuskan hubungan kerjanya dengan DI/TIl induk di Jawa Barat dan

“enjalin kerja sama dengan  PRRI walaupun beraliran sekuler bagi
melenyapkan kekuasaan rezim Soekarno.

*Diproklamirkan pada tarikh 8 pebruari 1960, Presiden dan wakilnya
2dalah Syafruddin Prawiranegara dan Tgk. Muhammad Daud Beureueh,
famun pada tanggal 25 Ogos 1961 Presidennya menyerah kepada Republik
‘nconesia “Soekarno”. (Mengenai PRRI dan RPI jelas lagi dapat dibaca buky
Pane (2001) “Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka”, Grasindo PT,




Namun demikian, pemberontakan Daud Beureueh akhirnya

dapat ditamatkan dengan kepesepakatan damai “Tkrar Lam Ten”,
yang diperkuatkan dengan Keputusan perdana Menteri tahun 1959
(dikenal dengan Missi Hardi) (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia, 2006). Secara resmi Daud Bereueh dan pasukannya turun
gunung (meletakkan senjata) pada tanggal 9 Mei 1959 dan pada 21

Mei tahun 1962 mulai dilakukan reintegrasi dan rekonsiliasi.

1.1.2 Konflik Kemerdekaan

Konflik kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) atau Aceh Sumatera National Liberation Front
(ASNLF) dipubliskan ke publik pada tanggal 4 Desember 1976, oleh
Muhammad Hasan Ditiro. Jika dirujuk kepada proklamatornya yang
memiliki hubungan erat dengan Tgk. Daud Beureuch pada masa
DI/TII dan RIA, tak diragukan lagi bahwa GAM dan DI/TII di Aceh
merupakan sejarah konflik yang bersinambungan atau muncul
kembali dengan wajah yang berbeda’, yang lebih mengancam
integritas Pemerintah Republik Indoneisia.

Terkait hal ini, Jihad (2003) menyebutkan GAM adalah
kelanjutan perjuangan RIA yang ingin membebaskan rakyat Aceh
dari belenggu penjajahan Republik Indonesia. Arsitek GAM adalah
Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Ini diperkuatkan oleh pernyataan
Tek. Daud Beureueh dalam khutbah Jum’at pada Bulan Mei 1977

“Kita sekarang sudah ada pemerintahan sendiri, kita telah ada

5Gerakan Daud Beureueh dengan karakteristik keislaman hanya dapat
eksis lapan tahun (1953-1962), manakala Hasan Ditiro dengan karakteristik
nasionalisme Aceh dapat bertahan hampir tiga puluh tahun (1976-2005).
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pemimpin sendiri, yaity dj bawah Tgk. Muhammad Hasan T, iro, yang
elah diumumban baru-baru ini ity wajib mengikutinya, wajib
melaksanakannya dan haram mencela baginya”,

Selari itu, menurut Nurhasim et. al (2003) bahwa DI/TIT adalah
Terupakan embrio bagi gerakan pemisah Aceh atau Gerakan Aceh
“erdeka yang dimotori oleh Hasan Tiro. Pernyataan inj Juga dapat
diperkuatkan lag; dengan anggota kabinet GAM yang melibatkan
bekas pejuang DI/TI Daud Beureueh, seperti llyas Leube, Tengku
Hasbi Geudong, Muchtar Yahya Hasbi, Teungku Fauzi Hasbi dan
72510 ramai lainnya (Pane, 2001; Jihad, 2003: Rachman, et.al, 2004),

Jieh karena itu, GAM pada permulaannya juga berideologi
s.am, melanjutkan perjuangan RIA. Namun dalam evolusinya Hasan

Tenggantikannya kepada ideologi sekuler (nasionalisme) atas
=27 sgjarah kedaulatan Aceh dan suku bangsa, bukan agama.
W02 berlaku konflik interng GAM® yang membawa kepada
pepeCEae pada tahun 1990-ap, vaitu; GAM terbagi kepada dua
T3S GAM dan MP-GAM Jihad, 2003), Akibatnya, MoU Helsinki
2ng ditandatangani 15 Agustus 2005 tidak diakuy; oleh satu pihak,

——

“% awal kewujudannya GAM sudah terbahagi kepada dua, jaty GaM
resasian Islam (kelompok tua; Daud Beureueh dan kawan-kawan) dan GAM
=== (Lenerasi Muda; Hasap Tiro dan kawan-kawan). Sebagai bentuk
“-Esoldasi dibina  struktyr Pemerintahan yang mengakomodir kedya
~“MPOK ini. Pemimpinan tertinggi disebut Mufti Empat, dipercayakan
-02dz Teuku Daud Beureueh, Dewan Syura terdiri darj empat orang, dan
“=0inet Aceh Merdeka yang terdiri dari 15 orang menteri, empat pejabat
20Z2xat menteri dan enam  gubernur. Jabatan Wali  Negara (Wali
“72groe]yang bertugas menjalankan roda pemerintahan Aceh Merdeka
~ercayakan kepada Hasanp Tiro, walaupun terjadi penolakan darj anggota
0. namun Teuku Daud mampu meyakinkan anggotanya bahwa Hasan Tiro
=220 tokoh muda yang paling potensial [Nuansakiasika,ZOlZ).
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yaitu MP-GAM yang berorientasi kepada ideologi Islam, di mana
kepemimpinannya adalah oleh Dr. Husaini Hasan.

Namun demikian, walaupun berbeda orientasi ideologi dan
bentuk negara tentunya, tujuannya sama, yaitu membebaskan Aceh
dari ‘penjajahan’ NKRI, dan penyebab wujud konflik kemerdekaan
Aceh dapat dijelaskan menurut beberapa anggota penyelidikan adalah
sebagai berikut:

1 Menurut Rachman, et. al (2004) secara sosiologis dapat
dikatakan konflik GAM wujud akibat dari Orde Baru Indonesia
(rezim Socharto) tidak mempunyai kesungguhan dalam membina
Aceh dan mensejahtera-kan masyarakat Aceh. Walaupun industri
besar LNG (Liquified Natural Gas) telah didirikan di
Lhokseumawe, Aceh namun masvarakat Aceh masih tetap
dalam keadaan miskin.

2. Kenyataan serupa juga telah dijelaskan oleh Isa Sulaiman (2000)
bahwa pembangunan ekonomi dan infrastuktur ekonomi di Aceh
tidak sesuai dengan eksplioitasi sumber daya alamnya yang
dilakukan oleh pemerintah Pusat, yang merangkumi hutan,
minyak dan gas. Namun selain itu adalah berlaku cengkraman
militer terhadapan perpolitikan di Aceh, dan pengharusan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memilih partai Golongan
Karya (Golkar) yang dipimpin oleh Soeharto. Ditambah lagi
pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 5

tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Oleh itu, mengancam



legitimasi  rakyat kepada partai-partai  Islam yang dapat
menggeserkan kaum ulama di peta politik Aceh.
Manakala menurut Heidux (2006) konflik Aceh berkepanjangan
sebabnya adalah: ekploitasi sumber daya alam dan distribusinya
tidak adil, diperkirakan hanya S persen dari Jumlah yang diambil
dikembalikan kepada Aceh, The “resource curse” —rich yel poor
Aceh; sentralisasi kekuasaan dan kurangnya hak menentukan
nasib sendiri, yang mengakibatkan Aceh kehilangan identitas
(Damanik, 2010), teror negara dan kekebalan hukum bagi pelaku
pelanggaran hak asasi manusia pasca jatuh Soeharto; dan konflik
adalah merupakan politik ekonomi sebahagian pelaku konflik,
baik dari pihak militer Indonesia maupun GAM.
<. Sedikit berbeda, Aspinal dan Crouch (2003) menyatakan konflik
Acch era GAM utamanya disebabkan oleh wujud nasionalisme
<h vang dirasakan oleh masyarakat Aceh yang memiliki
s arah berbeda dengan daerah Indonesia lainnya semasa kolonial
Sclanda. Manakala aspirasi syari’at Islam dan ketidakadilan
distribusi ekonomi antara Pemerintah Pusat dan Aceh bukan
penvebab utama.

“2mun demikian, menurut analisa penulis berlandaskan adanya

i

“wziian DUTIL dengan GAM, dapat dikatakan hilangnya identitas

.aman merupakan faktor utama wujud konflik, meluaskan dan
zmanyva berlaku konflik di Aceh. Ini terlihat dari pengidentifikasi
“wan (Indonesia) yang dikompanyekan kepada rakyat sebagai

Pemjajah-kafir, vang patut dilawan oleh orang Aceh.
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